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Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagal lembaga
baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan
yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal
24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah (i) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partaipolitik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; (ii) MK wajib
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan yang diberikan oleh UUD tersebut
hanya untuk menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD dan tidak diberikan kewenangan pengujian
terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh MK
melalui putusan perkara Nomor 138/PUU-V11/2009 telah menimbulkan perbedaan pendapat tidak hanya
dikalangan para hakim MK melainkan juga para ahli-ahli hukum terlebih lagi pengujian Perpu tersebut MK
menyatakan berwenang melakukan pengujian dan bahkan putusan tersebut telah dijadikan yurisprudensi dan
diikuti oleh hakimhakim konstitusi selanjutnya dalam memutus setiap permohonan pengujian Perpu terlihat
dalam berbagai putusan MK dengan menggunakan pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan
Pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 2009 dan dengan dasar pertimbangan itu menyatakan MK berwenang
melakukan pengujian Perpu. Terhadap kewenangan yang diperolen MK melalui penafsiran pengujian Perpu
telah memperluas kewenangan yang dimilikinya yang tidak hanya terbatas pada penggujian UU namun telah
bertambah dengan pengujian Perpu terhadap UUD yang sebetul nya kewenangan pengujian Perpu
merupakan kewenangan DPR sebagai pembentuk UU sesuai ketentuan Pasal 22 UUD 1945. Perbandingan
dengan negara-negara lain berkaitan kewenangan MK menguji Perpu, dari keempat negara yakni Jerman,
Korea Selatan, Thailand dan Italia menunjukan tiga negara yakni Jerman, Korea Selatan dan Italia tidak
memiliki kewenangan untuk menguji Perpu sementara satu negara yakni Thailand kewenangan MK hanya
dapat menguji rancangan peraturan darurat/Perpu.

<hr><i>The establishment of the Constitutional Court (MK) by the third amendment to the Constitution

NRI 1945 as anew ingtitution in carrying out the functions of the judicial power in addition to the Supreme
Court (MA). Authority possessed by the Court is different from the authority possessed MA examine the
legislation under laws against shrimp reserved. The authority of the Constitutional Court asin Article 24C
paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution are: (i) the Court authority to hear at the first and last decision
isfinal for alaw against the Constitution, rule on the dispute the authority of state institutions are an
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arbitrary granted by the Constitution, to decide the dissolution partaipolitik, and to decide disputes
concerning the results of the General Election; (ii) The Court shall give a decision on the opinion of the
House of Representatives regarding the alleged violations by the President and / or Vice President by the
Consgtitution. The authority granted by the Constitution just to test the constitutionality of laws against the
Constitution and not be authorized tests on other legislation. Testing Government Regulation in Lieu of Law
(decree) No. 4 of 2009 regarding the Commission for Corruption Eradication by the Court through aruling
Case Number 138 / PUU-V 11 / 2009 has caused dissent not only among the judges of the Constitutional
Court, but also the legal experts moreover testing the decree of the Constitutional Court states the authority
to conduct testing and even the decision has been made jurisprudence and followed by the judges of the
constitution later in deciding each petition decree seen in various decision of the Court using legal
considerations contained in the decision of Testing Regulation No. 4 of 2009 and with the consideration that
the Court declare decree authorized to conduct testing. Against the authority acquired through the
interpretation of the Constitutional Court decree has expanded testing of its authorities are not just limited to
penggujian Act but has increased with the testing decree against the Constitution are actually testing decree
authority is the authority of Parliament as former Act in accordance with Article 22 of the 1945 Constitution
Comparison with the state Other related MK -state authorities test the decree, from the four countries namely
Germany, South Korea, Thailand and Italy showed three countries, namely Germany, South Korea and Italy
do not have the authority to examine the decree while the Court states that the Thai authorities can only test
the draft emergency ordinance/Perpu.</i>



